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Penulisan ini membahas tentang kebijakan sosial pencegahan perkawinan anak ditinjau menggunakan
kerangka analisis kebijakan sosial oleh Gilbert & Terrel dalam buku Dimensions of Social Welfare Policy.
Terdapat empat dimensi utama yang harus diperhatikan dalam kebijakan sosial, yaitu alocation, provision,
delivery, dan finance. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kasus perkawinan anak di
Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, Nusa
Tenggara Barat dan Kalimantan Tengah merupakan provins dengan angka perkawinan anak di atas rata-rata
nasional dan menjadi yang tertinggi di Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (KemenPPPA) telah mengeluarkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS
PPA) untuk menurunkan angka perkawinan anak menjadi 6,9% pada tahun 2030 dengan salah satu indikator
keberhasilan berupa jumlah daerah yang memiliki kebijakan pencegahan perkawinan anak. Penulisan ini
bertujuan mengkaji alokasi, layanan yang ditawarkan, strategi kebijakan, dan pendanaan kebijakan sosial
pencegahan perkawinan anak di tingkat daerah Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Tengah menggunakan
dimensi kebijakan sosial. Penulisan dilakukan dengan metode penulisan integrative review menggunakan
jenis content analysis. Penulisan ini menjadi penting untuk menggambarkan kebijakan sosial pencegahan
perkawinan anak di wilayah yang memiliki angka kasus perkawinan anak tertinggi di Indonesia. Penulisan
ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi khalayak umum maupun khusus, seperti agen perubahan dalam
menyusun maupun mengulas regulasi dan program secara umum untuk meningkatkan kesejahteraan dan
perlindungan anak. Hasil penulisan menunjukkan bahwa meskipun telah memenuhi keempat dimensi
kebijakan sosial, masih terdapat banyak dinamika dalam kebijakan pencegahan perkawinan anak di wilayah
NTB dan Kalimantan Tengah. Alokas kebijakan di setiap daerah menyasar kepada anak, namun masih
terdapat perbedaan definisi anak berdasarkan UU yang menjadi patokannya. Bentuk layanan yang diberikan
bertujuan untuk mencapai kesejahteraan anak walaupun di setiap daerah memiliki unit pelaksanayang
berbeda-beda. Kemudian, hanya Kabupaten Lombok Barat yang sudah memiliki taktik untuk mencegah
perkawinan anak melalui program GAMA Q. Pendanaan menggunakan asas otonomi daerah juga menjadi
tantangan tersendiri bagi pemerintah seperti kekuatan fiskal tiap daerah yang beragam.

...... This study discusses the social policy on child marriage prevention reviewed by socia policy analysis
framework by Gilbert & Terrel in Dimensions of Social Welfare Policy. There are four main dimensions
that must be considered in social policy; allocation, provision, delivery, and finance. This study motivated
by the high number of child marriage casesin Indonesia. Data by The Central Statistics Agency (BPS) in
2022 shows that West Nusa Tenggara and Central Kalimantan are provinces with child marriage rates above
the national average and the highest case in Indonesia. The Ministry of Women's Empowerment and Child
Protection (KemenPPPA) has issued a National Strategy for Child Marriage Prevention (STRANAS PPA) to
reduce child marriages cases to 6.9% in 2030, which included the number of regions with child marriage
prevention as a success indicator. This study aims to describe the allocation, provision, delivery, and finance
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of social policy of child marriage prevention at West Nusa Tenggara and Central Kalimantan using a social
policy dimensions. The study uses integrative review method and content analysis. This study wants to
describe the existence of child marriage prevention policy at the highest number of child marriage casesin
Indonesia. This study hopefully serves as areference for both general and specific audiences, such as agents
of change in compiling and reviewing regulations and programs in general to improve child welfare and
protection. This study shows that despite fulfilling the four dimensions of social policy, remains many
dynamicsin the prevention of child marriagein NTB and Central Kalimantan. The policy alocation in each
region targets children, but there are still differencesin the definition of children based on the laws that
become the benchmark. The form of services provided aims to achieve child welfare even though each
region has different implementing units. Then, only West Lombok District has tactics to prevent child
marriage through GAMAQ program. Funding using the principle of local autonomy is also a challenge for
the government as the fiscal strength of each region varies.



